






 
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN 

NOMOR 487.22 / 0579 TAHUN 2022 
 

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Semarang telah dilakukan 

Pengubahan Klasifikasi terhadap Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini : 

 

No Informasi yang Dikecualikan Dasar Hukum  
Pengecualian Informasi 

Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik Jangka 
Waktu 

  Pertimbangan Pengubahan 

Dibuka              Ditutup 

1 Dokumen pendukung 

penanganan kasus  

(kronologi kasus, berita 

acara, surat pernyataan, 

formulir kasus, hasil tes 

DNA, hasil pemeriksaan 

psikologis dan laporan hasil 

mediasi) pada Satuan 

Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan 

dan Anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berenc ana Provinsi 

Jawa Tengah  

 

a. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17 huruf a 

b. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga pasal 10 huruf c 

c. Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

pasal 5 ayat (1) huruf i dan ayat 

3. 

 

a. Dapat mengancam 

korban 

b. Dapat menghambat 

proses penegakan 

hukum berkaitan 

dengan kasus yang 

ada pada Satuan 

Pelayanan Terpadu 

Perlindungan 

Perempuan dan Anak 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

Provinsi Jawa Tengah 

a. Melindungi hak 

pribadi (korban 

maupun pelaku) 

b. Memperlancar 

proses penegakan 

hokum berkaitan 

dengan kasus yang 

ada pada Satuan 

Pelayanan Terpadu 

Perlindungan 

Perempuan dan 

Anak Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak, 

Pengendalian 

Penduduk dan 

Keluarga 

Berencana Provinsi 

Jawa Tengah 

 

30 tahun 

atau sampai 

yang 

bersangkutan 

memberikan 

persetujuan 

tertulis 

dengan 

bermaterai. 

 



2 Dokumen pendukung 

penanganan kasus 

(kronologi kasus, hasil 

pemeriksaan medis, hasil 

pemeriksaan psikologis 

berita acara, surat 

pernyataan, dan formulir 

kasus) pada Satuan 

Pelayanan Terpadu 

Perlindungan Perempuan 

dan Anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana Provinsi 

Jawa Tengah 

a. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17 huruf a 

b. Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak pasal 19 

 

Dapat mengancam 

keamanan baik korban, 

penyintas dan pelaku 

 

Melindungi hak 

pribadi (korban, 

penyintas dan 

pelaku) 

30 tahun 

atau sampai 

yang 

bersangkutan 

memberikan 

persetujuan 

tertulis 

dengan 

bermaterai. 

 

  

3 Alamat shelter, rumah aman, 

dan penampungan 

sementara korban yang 

sedang ditangani/diberikan 

pendampingan 

 

a. Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 17 huruf h 

b. Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumah Tangga pasal 10 huruf c 

c. Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas UU Nomor 13 Tahun 2006 

Dapat mengancam 

keamanan baik korban, 

penyintas dan pelaku 

 

Melindungi hak 

pribadi (korban, 

penyintas dan pelaku) 

30 tahun atau 

sampai yang 

bersangkutan 

memberikan 

persetujuan 

tertulis 

dengan 

bermaterai. 

 

 

 

 

 






	Draft SK DIK 2022 revisi
	Media20220529815DIK 2022

